
ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pendekatan yang dilakukan adalah 
Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan 
Konseptual (conceptual approach). Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi 
ini adalah Teori Implemtasi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum, sedangkan 
metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan 
menggambarkan, menerangkan, serta menginterpretasikan data yang diperoleh 
yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Berdasarkan 
hasil penelitian dari skripsi ini adalah Pemerintahan Desa Toto Projo sudah 
menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah Desa Toto Projo juga sudah 
melakukan pengisian jabatan atau mengisi kekosongan jabatan sesuai dengan 
Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Desa. Berdasarkan keberhasilan Pemerintah Desa Toto Projo dalam 
menjalankan tugas, fungsi, dan poksinya sesuai dengan aturan yang ada maka 
penulis menyarankan untuk seluruh Pemerintah Desa yang ada di Indonesia atau 
lingkup kecil nya Pemerintah Desa yang ada di kecamatan Way Bungur untuk 
mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Toto Projo dalam 
menjalankan tugas, fungsi, dan poksinya sesuai dengan aturan yang ada. 
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